BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang ada, maka kesimpulan

yang dapat ditarik adalah:

1. Perbandingan pengaturan hak politik Pegawai Negeri Sipil Negara
Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste
tidaklah jauh berbeda, dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia mengatur dan melindungi hak konstitusional warga negaranya
yang kemudian dalam undang- undang aparatur sipil negara dalam pasal
2 (f) adanya asas netralitas yang membatasi hak politik dari pegawai
negeri sipil. Dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste
Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3 juga mengatur tentang hak pegawai negeri sipil
dalam berpartisipasi dalam politik yang kemudian dalam undang-
undang kepegawaian memberikan batasan kepada pegawai negeri sipil
untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

2. Implementasi Teori keadilan dalam pengaturan hak politik Pegawai
Negeri Sipil yang membatasi hak politik dari pegawai negeri sipil adalah
upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga. Pembatasan
tertentu diperkenankan guna mencegah ketidakadilan yang lebih luas
lagi akibat adanya kegiatan politik praktis dan juga penyalahgunaan

kekuasaan oleh pegawai negeri sipil.
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B. SARAN
Dari kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengingat posisi Pegawai Negeri Sipil yang rentan untuk
disalahgunakan, maka sebaiknya ada pengaturan dari Negara Indonesia
dan juga Timor Leste guna membatasi hak politik Pegawai Negeri
Sipil sehingga bebas dari pengaruh dan intervensi kepentingan partai
politik tertentu.

2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas untuk menjaga netralitas dan
membatasi aktivitas Pegawai Negeri Sipil untuk terlibat dalam
kegiatan politik terutama penyalahgunaan fasilitas negara untuk

kepentingan kegiatan politik prakiis.
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